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BUPATI BANGKA TENGAH 
 
 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
NOMOR  48  TAHUN  2011 

 
TENTANG 

 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  

KABUPATEN BANGKA TENGAH 2011-2031 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI BANGKA TENGAH,  
 
Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031; 

 
 
Mengingat    :    1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5103); 

 
11. Peraturan Pemerintah  Nomor  68 Tahun 2010 tentang Bentuk 

dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 

 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  KABUPATEN  BANGKA TENGAH 

 
dan 

 
BUPATI BANGKA TENGAH 

 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG 
WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 2011-2031 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.  

2. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
3. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 
6. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka 

Tengah. 
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya 

disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah 
Daerah yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang 
wilayah Kabupaten. 

9. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang 
baik direncanakan maupun tidak. 

10. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 
12. Tujuan penataan ruang adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah 

Kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi 
pembangunan jangka panjang Daerah pada aspek keruangan, 
yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah 
nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan 
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. 

13. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan 
pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah 
Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. 

14. Strategi Penataan Ruang adalah penjabaran kebijakan penataan 
ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih 
nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur 
dan pola ruang wilayah Kabupaten. 

15. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana 
yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang 
berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah 
pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang 
dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain 
untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem 
jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem 
jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, 
termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah 
aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya. 

16. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah 
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 
Kabupaten atau beberapa kecamatan. 
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17. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah 

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 
kecamatan atau beberapa desa. 

18. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL 
adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan 
skala antar desa. 

19. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah 
rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk 
mengintegrasikan wilayah Kabupaten dan untuk melayani 
kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala 
Kabupaten. 

20. Rencana Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten adalah rencana 
susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam 
wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini 
maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan 
cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten. 

21. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana 
distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi 
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju 
sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang 
memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten 
hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. 

22. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan 
pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan 
pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten 
melalui penyusunan dan pelaksanaan program 
penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, 
dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima 
tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber 
pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. 

23. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah 
petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, 
waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam 
rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan 
rencana tata ruang. 

24. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umum yang 
mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-
unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk 
setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW 
Kabupaten. 

25. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus 
dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang 
digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan 
keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang 
telah disusun dan ditetapkan. 

26. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa 
saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak 
sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. 

27. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis 
beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya 
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek 
fungsional. 

28. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau 
budidaya. 
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29. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 
sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta 
budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. 

30. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau 
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 
sebagai hutan tetap. 

31. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki 
sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada 
kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata 
air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan 
tanah. 

32. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan 
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi 
sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya 
buatan. 

33. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun 
perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 
perikehidupan dan penghidupan. 

34. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan 
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam 
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan 
kegiatan ekonomi. 

35. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan 
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai 
tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi 
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 
ekonomi. 

36. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, 
tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah 
maupun yang sengaja ditanam. 

37. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai 
kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga 
merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna 
sebagai sumber air. 

38. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat 
sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk 
mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan 
bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum. 

39. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, 
termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang 
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian 
fungsi sungai. 

40. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau 
atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk 
mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. 

41. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem 
khas yang merupakan habitat alami yang memberikan 
perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan 
beraneka ragam. 

 
 
 
 
 


